|. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum®. Sebagai konsekuensi Negara hukum
maka setiap penyelenggara negara, setiap aparatur pemerintah serta semua
warga negara harus tunduk dan taat kepada aturan hukum yang berlaku.
Sehingga warga negara merasakan perdamaian, keamanan, kertiban, keadilan

dan lain sebagainya.

Pembangunan Nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia
Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Untuk
mencapai cita-cita pembangunan tersebut pemerintah berusaha memajukan
kesejahteraan masyarakat di segala bidang, dan salah satunya yang tidak
kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang perhubungan sebagai urat
nadi perekonomian dewasa ini. Hal tersebut sesuai dengan hakikat
pembangunan yaitu rangkaian upaya perkembangan dan perubahan yang
dilangsungkan secara sadar, sengaja berencana dan bertujuan oleh satu
kelompok manusia (orang, suku, rakyat, bangsa, dan negara) menuju pada

modernitas dan tarap kehidupan yang lebih tinggi®.

' Bentuk dan Kedaulatan yang terdapat dalam Undang Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 ayat (3)

% Kartini Kartono, Patalogi Sosial 2 (Kenakalan Remaja), Rajawali Pers him 202



Pada era globlisasi saat ini segala sesuatu berubah dengan cepat seiring
dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan dan
perkembangan ilmu serta teknologi yang sangat pesat mengakibatkan
manusia hidup lebih mudah. Disisi lain terdapat beberapa unsur tertentu yang
mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap kemudahan atau kenyamanan
kehidupan manusia. Salah satunya berasal dari manusia yang berlalu lintas di

jalan raya.

Mengikuti perubahan perkembangan zaman, jumlah pengguna dan pemakai
lalu lintas semakin meningkat dan terus bertambah. Idealnya peningkatan ini
harus diimbangi juga oleh perkembangan jalan. jumlah kendaraan yang terus
meningkat tidak diimbangi dengan perluasan jaringan jalan yang
proporsional. Kenyataan ini mengakibatkan banyak gangguan seperti sering
terjadinya kemacetan dan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Para pemakai
kendaraan tidak menyadari akan pentingnya ketertiban dan keselamatan diri
di jalan raya. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan
— Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 (selanjutnya disebut

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran
lalu lintas oleh pemakai jalan salah satunya adalah di tempat-tempat tertentu
diawasi oleh para polisi lalu lintas. Belakangan ini sering dilakukan razia dan

operasi di jalan yang diselenggarakan oleh kepolisian setempat. Penegakan



hukum berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan
jalan diatur dalam pasal 264 sampai dengan pasal 272 Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009. Penindakan pelanggaran ini dilakukan dalam bentuk
pemeriksaan kendaaran bermotor di jalan yang dilakukan oleh Petugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Penegakan hukum dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan
jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana
denda berdasarkan penetapan pengadilan. Penindakan pelangaran di jalan
dilakukan dengan menerbitkan Surat Tilang® bagi pelanggar lalu lintas dan

angkutan jalan.

Proses penindakan pelanggaran dapat dilakukan asas contante justitie karena
menurut Ansori Sabuan?, asas-asas yang menyakut peradilan dan asas yang
menyakut perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia
(hak-hak manusia). Antara lain adalah: “asas cepat, sederhana dan biaya
ringan” yang berarti peradilan yang dilakukan dengan cepat, sederhana dan
biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara

konsekuen dalam seluruh tingkatan peradilan.

® Tilang merupakan singkatan dari “bukti Pelanggaran”. Surat Tilang adalah catatan penyidik
mengenai pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu yang dilakukan seseorang sebagai
bukti terjadinya pelanggaran. (RPP Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

4 Sabuan, Ansori. 1990. Hukum Acara Pidana. Angkasa. Bandung him 74



Berkaitan dengan hal itu peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, harus
dilakukan di semua acara di persidangan baik itu acara pemeriksaan biasa,
acara pemeriksaan singkat ataupun acara pemeriksaan cepat. Di dalam acara
pemeriksaan biasa peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sulit
untuk diwujudkan, contohnya saja seperti kasus pembunuhan, kasus
pencurian dan berbagai kejahatan tindak pidana berat lainnya, yang
pembuktian sulit dan memakan waktu yang lama sehingga biaya perkara
dalam acara pemeriksaan biasa lumayan besar, hal ini dinilai wajar karena
banyak pihak yang terkait, baik itu lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan,
advokat, ahli forensik ataupun pengadilan terdapat dimana persidangan
dilangsungkan. Acara pemeriksaan cepat perkaranya tidak selalu sampai
dipengadilan untuk diperiksa, ditingkat kepolisian perkaranya bisa diputus
karena tindak pidana dalam acara pemeriksaan cepat termasuk jenis
pelanggaran biasa, yaitu pelanggaran tindak pidana ringan menurut Andi

Hamzah®.

Proses penindakan pelanggaran lalu lintas dapat digunakan asas contante
justitie karena dapat diputus ditingkat kepolisian tanpa harus dibawa ke
pengadilan karena pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ringan
dengan begitu asas contante justitie bisa diterapkan dalam pelanggaran lalu
lintas dan angkutan jalan.

Setiap proses ada penyimpangan yang terjadi dalam proses penindakan

pelanggaran lalu lintas dengan asas contante justitie dimana penegakan

> Hamzah, Andi. 2009. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika. jakarta hlm
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hukum melakukan hal-hal di luar proses penindakan pelanggaran lalu lintas.
Sehingga pelaku pelanggaran yang tidak mengerti menjadi korban dari
penyimpangan yang dibuat oleh sebagian para penegak hukum yang tidak

bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas dan bertitik tolak pada penerapan asas contante
justitie dalam proses penindakan pelanggaran lalu lintas yang pada
penerapannya terjadi penyimpangan. Berdasarkan pertimbangan diatas, oleh
karena itu penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai: “Analisis

Efektivitas Penerapan Asas Contante Justitie Dalam pelanggaran Lalu lintas”.

Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka yang menjadi
pokok permasalahan yang akan dibahas adalah :
a) Bagaimanakah pengaturan asas contante justitie dalam proses
penindakan pelanggaran lalu lintas?
b) Bagaimana keefektifitasan penerapan asas contante justitie dalam

pelanggaran lalu lintas bagi pengguna lalu lintas?

2. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mencakup ilmu hukum
pidana yang membahas pengaturan dan penerapan asas contante justitie

dalam pelanggaran lalu lintas.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

a) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan asas contante justitie dalam

pelanggaran lalu lintas;

b) Untuk mengetahui keefektivitasan penerapan asas contante justitie

dalam pelanggaran lalu lintas.
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis, yaitu berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam
upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana, khususnya
mengenai keefektivitasan penerapan asas contante justitie dalam
pelanggaran lalu lintas.

b. Kegunaan Praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai
tambahan dan sumbangan pemikiran dalam proses pengetahuan hukum
baik secara akademis serta dalam proses pelaksanaan pengaturan asas

contante justitie dalam pelanggaran lalu lintas.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis
Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk



mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap

relevan oleh peneliti®.

Asas hukum adalah “aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak
dan pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan
hukum”. Dalam bahasa Inggris, kata “asas” diformatkan sebagai
“principle”, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1991:52),
ada tiga pengertian kata “asas”:1) hukum dasar, 2) dasar sesuatu yang
menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, dan 3) dasar cita-cita.
Peraturan konkret (seperti undang-undang) tidak boleh bertentangan
dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan

hukum, dan sistem hukum’.

Apabila dalam sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas hukum akan
tampil untuk mengatasi pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi
pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya,
maka harus kembali melihat asas hukum sebagai prinsip dasar yang

mendasari suatu peraturan hukum berlaku secara universal.

Menurut van Eikema Hommes asas hukum itu tidak boleh dianggap
sebagai norma-norma hukum yang konkrit, akan tetapi perlu dipandang
sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang

berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas

6 Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Ul-Press. Jakarta, 1984 him 124

7 Marwan Mas. 2004. Pengantar llmu Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia hlm 95



hukum tersebut. Dengan kata lain asas hukum ialah dasar-dasar atau

petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Selanjutnya The Liang Gie berpendapat bahwa asas adalah suatu dalil
umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara
khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian

perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

Sedangkan menurut P. Scholten asas hukum adalah kecenderungan-
kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada
hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya
sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh tidak harus

ada.

Beberapa pengertian asas hukum dikemukakan oleh para pakar®, sebagai
berikut:

1. Paton menyatakan bahwa asas hukum tidak akan pernah habis
kekuatannya hanya karena telah melahirkan suatu aturan atau
peraturan hukum, melainkan tetap saja ada dan akan mampu terus
melahirkan aturan dan peraturan seterusnya.

2. Satjipto Rahardjo menulis bahwa asas hukum mengandung nilai-nilai
dan tuntutan-tuntutan etis.

3. Van Eikema Hommes menyatakan bahwa asas hukum itu tidak boleh

dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, akan tetapi perlu

8 Achmad Ali.1990. mengembara di belantara hukum , lembaga penerbitan universitas hasanudin
him 117-118



dipandang sebagai dasar-dasar hukum, atau petunjuk-petunjuk bagi
hukum yang berlaku. Pembentukan hukum, praktis perlu berorientasi
pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum ialah
dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.

Fungsi asas hukum, antara lain :

a) Menjaga ketaatan asas atau konsistensi,

b) Menyelesaikan konflik yang terjadi didalam sistem hukum,

c) Sebagai rekayasa sosial, baik dalam sistem hukum maupun dalam

sistem peradilan.

Di dalam asas hukum senantiasa terkait dengan kaidah/norma hukum atau
peraturan hukum tertulis. Asas hukum merupakan landasan dan jantung
dari peraturan konkret sebagai dasar-dasar pemikiran abstrak, dan
didalamnya terkandung nilai-nilai etis yang harus diwujudkan dalam
peraturan tertulis. Namun, antara asas hukum dengan kaidah/norma hukum
memiliki perbedaan-perbedaan sebagai berikut®:

1. Asas hukum merupakan dasar pemikiran yang umum dan abstrak,
sedangkan kaidah/norma hukum merupakan aturan konkret dan riil.

2. Asas hukum adalah suatu konsep atau ide yang mengandung nilai-
nilai etis, sedangkan kaidah/norma hukum adalah penjabaran dari ide
tersebut yang diharapkan juga mengandung nilai-nilai etis.

3. Asas hukum tidak mempunyai sanksi (ancaman sanksi), sedangkan

kaidah/norma hukum mempunyai sanksi.

® Achmad Ali. Op.Cit him 119
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Salah satu asas yaitu asas contante justitie yaitu asas peradilan cepat,
sederhana dan biaya ringan terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun
2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan
Pasal 4 Ayat (2), yang bunyi perumusannya sebagai berikut : Yang
dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian
perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif, yaitu dengan
menggunakan waktu yang singkat dapat diusahakan tercapainya
penyelesaian perkara dengan tuntas. Yang dimaksud dengan “biaya
ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat. Dalam
penjelasan Undang-Undang tersebut tidak dirumuskan tentang pengertian

“cepat”.

. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau

mengambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti

yang berkaitan dengan istilah.

Agar dapat memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami, maka akan

dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah yang berkaitan judul

penulis skripsi ini :

a. Analisis adalah menguraikan atau menjabarkan sesuatu permasalahan

b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum
larangan disertai dengan ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau
sifatnya perbuatan-perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan-

perbuatan yang melawan hukum, perbuatan ini juga merugikan



1

masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan
terlakasana tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan
adil.

. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk mengadili. (Pasal 1 angka 8 KUHAP).

. Polisi secara universal mencakup fungsi dan organ yang merupakan
lembaga resmi yang diberi mandat untuk memelihara ketertiban umum,
perlindungan orang serta segala sesuatu yang dimilikinya dari keadaan
bahaya atau gangguan umum serta tindakan-tindakan yang melanggar
hukum menurut hoegeng. Dalam Undang-Undang Negara Republik
nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang kepolisian Republik Indonesia
menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan
dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai perundang-undangan.

. Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas
menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan,
pengawalan dan patrol, identifikasi pengemudi / kendaraan bermotor,
penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang
lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu
lintas.

. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima,
memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur,
dan tidak memihak di siding pengadili dalam hal dan menurut cara yang

diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 9 KUHAP)
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g. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam
sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas
atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 11 KUHAP).

h. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya,
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
(Pasal 1 angka 14 KUHAP).

i. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili
di sidang pengadilan. (Pasal 1 angka 15 KUHAP).

j. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang
melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat
tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh
khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat
kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan
bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu
melakukan tindak pidana itu. (Pasal 1 angka 19 KUHAP).

k. Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 didefinisikan
sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan adalah
prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang,

dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
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E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka

penulis menguraikan secara garis besar keseluruhan sitematika materi sebagai

berikut:

PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang berisi tentang latar belakang,
permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan,
kerangka teoritis dan konseptual, sistematika penulisan dan metode
penelitian, tentang analisis keefektivitasan penerapan asas contante
justitie dalam pelanggaran lalu lintas.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat telaah kepustakaan yang berupa pengertian-pengertian
dan tinjauan umum tentang analisis keefektivitasan penerapan asas
contante justitie dalam pelanggaran lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penulisan skripsi
yang meliputi : pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode
pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data, tentang analisis
keefektivitasan penerapan asas contante justitie dalam pelanggaran lalu

lintas.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang
analisis tentang analisis keefektivitasan penerapan asas contante justitie

dalam pelanggaran lalu lintas.
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V. PENUTUP
Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang mengemukakan pada
analisis keefektivitasan penerapan asas contante justitie dalam

pelanggaran lalu lintas.



